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 Permasalahan dalam skripsi ini, bagaimana pelaksanaan jual beli tanah 
tanpa menyertakan tanamannya di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara 
Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana tinjauan Figh Muamalah 
terhadap jual beli tanah tanpa tanamannya di Desa Bandar Hapinis Kecamatan 
Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menjawab bagaimana pelaksanaan jual beli tanah tanpa menyertakan 
tanamannya dan bagaimana tinjauan Figh Muamalah terhadap jual beli tanah 
tanpa tanamannya di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru 
Kabupaten Tapanuli Selatan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta 
kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan 
menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari 
lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 
kualitatif dengan analisis deskriptif. 
 Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka hasil dari penelitian 
adalah, pelaksanaan jual beli tanah tanpa menyertakan tanamannya di Desa 
Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, 
penjual melakukan jual beli tanah yang mengandung unsur ketidak jelasan dan 
tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh pembeli mengakibatkan kerugian 
pada pembeli tanah, sementara jika di lihat dari Fiqh Muamalah mengatakan akad 
harus di sepakati terlebih dahulu bahwa sebelum akad di mulai, hasil penelitian 
yang di temui dalam jual beli tanah tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah 
karena ini kasuistik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 










 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ Es (dengan titik di ataṡ  خ
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha H Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (al  ̇ Zet (dengan titik di ataṡ  ر
 Ra R Er س
 Zai Z Zet ص
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ya ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain .‗. Koma terbalik di atas‗ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف




 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ى
 Wau W We و
ٍ Ha H Ha 
 Hamzah ..‘.. Apostrof ء
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 
berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 Dommah U U وْ 
 
b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 
berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 
huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  ٌ  Fatḥah dan ya Ai a dan i 
 Fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 









Fatḥah dan alif atau 
ya 
 ̅ 




   Kasrah dan ya ...ٍ..ي
I dan garis di 
bawah 
و....ُ  Dommah dan wau  ̅ 
u dan garis di 
atas 
 
3. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat 
harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 
sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu 
terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
4. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu:ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 




yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim, maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias 
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
8. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 




maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid. 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma 
agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa 
setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.
1
 
Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta 
dengan yang lainnya. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyertakan 
ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Jual beli 
ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai secara sukarela diantar kedua bela pihak, yang satu menerima benda-
benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati.
2
 
Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli, namun 
didalam perdagangan sering terjadi kejadiaan tidak sesuai dengan syara, 
didalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan penjual dan pembeli. 
Firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 29: 
  ْْْْ ْْ ْ    ْْ ْْ ْ
ْ ْْْْ ْ ْْ ْ ْ ْْ  ْْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
                                                             
1
 Zulfan Ependi Hasibuan, Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan, Jurnal El-Qanuniy: 
Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 43. 






membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
 
ِْ َقُىُلْقَاَلَْسُسىُلَّْللاَّ ْ ِسيَّ إًََِّواْْؤ»ْ-صلًَّْللاْعلَُْوسلن-عيْأبٍَْسِعٍُذْال ُخذ 
ْجََشاض ُ ُعَْعي  بَ   ال 
“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda, “jual-beli harus dipastikan harus saling meridai.‖ (HR. Ibnu 
Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).‖ 
Di dalam jual beli harus ada akad, akad adalah ikatan antara 
penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sebelum ijab dan kabul  
dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan), pada 
dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalu tidak mungkin bisa 
bisu atau yang lainnya maka b oleh ijab kabul dengan surat menyurat yang 
mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab 
kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu dapat diketahui dengan 
tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab 
dan kabul. 
Semua dimensi kehidupan umat Islam yang di dalamnya termasuk 
sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran
3
. Ketika 
membeli suatu barang maka di harapkan barang yang di beli sesuai dengan  
yang di inginkan, sebaliknya disaat  menjual suatu barang maka sebaiknya 
memberi barang yang sesuai kepada pembeli, agar tidak ada unsur ghoror 
atau penipuan, pada intinya  tidak ada yang ingin rugi maka jangan 
rugikan orang lain.  
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 74 
mengatakan bahwa jual beli adalah: apabila jual  beli bersyarat hanya 
                                                             
3 Ikhwanuddin Harahap, PENGUATAN PONDASI BANGUNAN EKONOMI ISLAM, 





menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut di pandang sah, 
sedangkan persyaratannya batal.
4
 Di dalam pasal 76 point F mengatakan 
bahwa , kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
5
 
Jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan penuh yang tidak di 
batasi apapun kecuali ketentuan syara. Fakta lapangannya terdapat suatu  
praktek jual beli tanah di desa bandar hapinis kecamatan muara batang 
toru kabupaten tapanuli selatan tanpa menyertakan tanaman di atasnya, 
yang mana si penjual menjualkan tanah perumahan yang di atasnya 
terdapat pepohonan tetapi dalam jual beli tersebut si penjual menjualkan 
tanah tanpa menyertakan tanaman di atasnya dengan tujuan supaya hasil 
dari pada tanaman tersebut masih dapat penjual ambil manfaatnya, 
akibatnya si pembeli tidak secara penuh memiliki tanah tersebut.
6
 
 Kemudian si pembeli terpaksa membangun rumah mengikuti 
sesuai pohon yang ada di atas tanah tersebut dan merugi karna tidak dapat 
mengganggu gugat tanaman yang ada di atas tanah tanpa seizin pemilik, 
yang mana tanaman tersebut membahayakan si pembeli, karena tanaman  
tersebut terlalu dekat ke rumah pembeli dan tidak bisa di tebang, kemudian 
yang tanahnya tidak bisa di bangun rumah di atas tanahnya di jadikan 
ladang pohon pisang, jikapun di bangun rumah maka rumah itu mengikut 
tanaman pisang itu supaya tanamannya tidak di tebang, ada 7 transaksi jual 
beli tanah seperti ini di desa bandar hapinis kecamatan muara batang toru 
                                                             
4
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,( Pasal 74),hlm.28 
5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,( Pasal 76),hlm.29 
6 Desi Hartina, Selaku Masyarakat Di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang 









Diantaranya menjualkan tanah perumahan dan tanah perkebunan, 
kasus penjualan tanah tanpa menyertakan tanaman diatasnya yang terjadi 
di desa bandar hapinis kecamatan muara batang toru kabupaten tapanuli 
selatan terjadi sejak tahun 2015 sampai sekarang 2020.
8
 Karenanya 
peneliti ingin mengetahui bagaimana kedudukan akad dalam jual beli yang 
terjadi, berdasarkan fenomena hukum diatas yaitu jual beli tanah tanpa 
menyertakan tanaman diatasnya memunculkan permasalahan bagi penulis. 
Apakah jual beli seperti ini di perbolehkan dalam fiqih muamalah?  
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara 
mendalam dalam bentuk skripi yang berjudul:“Tinjauan Fiqh Muamalah 
Terhadap Jual Beli Tanah Di Desa Bandar Hapinis Kecamatan 
Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”. 
B. Fokus Masalah  
Banyaknya permasalahan dalam pelaksaan jual beli tanah dapat di 
kaji kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah. 
Agar penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti membatasi ruang lingkup 
masalah yang akan diteliti yaitu, lebih di fokuskan pada Tinjauan fiqh 
muamalah terhadap jual beli tanah (Studi Di Desa Bandar Hapinis 
Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan). Yang mana 
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dalam kasus tersebut ada persyaratan yg terjadi dalam transaksi jual beli 
tersebut.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan 
permasalahan penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana  praktek jual beli tanah tanpa menyertakan tanaman di 
atasnya di desa Bandar hapinis kecamatan muara batang toru 
kabupaten tapanuli selatan? 
b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tersebut. 
D. Batasan Istilah 
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang di 
pakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut: 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang di 




2. Fiqih menurut etimology (bahasa), fiqih adalah (paham), menurut 
terminology, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang 
mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun 
amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syaria‟ah Islamiyah.
10
 
3. Fiqh Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum 
tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, 
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hutang piutang dan jasa titipan di antara anggota masyarakat sesuai 




4. Jual beli Tanah adalah Menurut hukum adat jual beli tanah adalah 
suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang 
berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan 
kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung 
keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga 
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa 
perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan 
secara  serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga dibayar 
secara kontan,atau dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal 
pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut 




5. Syarat adalah kata benda sehingga syarat dapat menyatakan nama dari 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagai mana jual beli tanah perspektif fiqh 
muamalah studi di desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang 
Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. 
b. Untuk mengetahui bagai mana jual beli tanah perspektif fiqh 
muamalah studi di desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang 
Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. 
2. Manfaat  Penelitian 
a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca 
umumnya dalam masalah menjualkan dengan pengecualian 
b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain 
c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 
jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan. 
F. Kajian Terdahulu 
Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis 
untuk meneliti tentang jual beli tanah tanpa menyertakan tanaman di 
atasnya yaitu : 
1. Pada dasarnya, terdapat sebuah skripsi yang di tulis oleh Hafid dengan 
judul jual beli, yaitu skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM 





Dalam penelitian ini bahwa praktek jual beli tanah urug di temukan 
indikasi yang meragukan bila di tinjau dari hukum Islam yaitu dari 
segi takaran dan dapat merugikan salah satu pihak yang mengandung 
unsur kecurangan sehingga nantinya barang yang dijadikan objek jual 
beli tidak sah dalam aturan hukum islam. Sedangkan penelitian yang 
saya teliti yaitu focus pada bagaimana kedudukan akad dalam transaksi 
jual beli tanah, sehingga secara spesifik, penulis tidak menemukan 
adanya kesaman dengan judul yang penulis angkat. 
14
 
2. Skripsi yang di tulis Nurul Riska Amalia tahun 2017 yang berjudul: 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH. Dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan tellulimpoe 
termasuk masyarakat yang masih menggunakan aturan hukum adat 
yang berlaku hal  ini terlihat dari cara hidup masyarakatnya yang 
masih menggunakan praktek jual beli tanah dengan akta di bawah 
tangan, jual beli tanah di bawah tangan belum di anggap sah karena 
bukan perbuatan hukum factor penyebab masyarakat melaukakan jual 
beli dengan akta di bawah tangan karena terbilang cepat, mudah dan 
tidak memerlukan biaya yang banyak. Dimana yang di dapati oleh 
penulis tersebut yaitu bagaimana kesadaran hukum  masyarakat dalam 
menjual atau membeli tanah  di kecamatan tellulimpoe kabupaten 
sinjai.
15
 Sementara peneliti di sini meneliti bagaimana fiqih muamalah 
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mengkaji tentang proses transaksi jual beli tanah tanpa menyertakan 
tanaman di atasnya. Maka dari pada itu penulis tidak menemukn 
kesamaan dalam permasalah kedua judul tersebut. 
G. Sistematika Pembahasan 
BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II Landasan teori, jual beli dasar hukum jual beli, rukun dan 
syarat jual beli, hukum (ketetapan) akad jual beli. 
BAB III Metodologi penelitian bab ini meliputi waktu penelitian, 
jenis peneliitian, sumber data, teknik pengumpulan data teknik keabsahan 
analisis data. 
BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini meliputi tinjauan 
fiqh muamalah terhadap jual beli tanah tanpa menyertakan tanaman di 
atasnya dan Bagaimana  praktek jual beli tanah  tanpa menyertakan 
tanaman di atasnya di desa Bandar hapis kecamatan batang toru. 
BAB V  adalah penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan-
kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta 










A. Pengertian Jual Beli 
Jual beli (al-bay‟) secara bahasa artinya memindahkan hakk milik 
terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: ―Ba‟aasy-syaia‖ 
jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba‟ahu jika dia 
membelinya  dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk 
dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia 
mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur‟ yang berarti 
haid dan suci.  Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil 
dan syara yang berarti menjual
16
.    
Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. 
Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan 
kenikamatan
17
. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan 
adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-munukar adalah salah 
satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di 
tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa 
benda yang di tukarkan adalah dzat (terbentuk), ia berfungsi sebagai objek 
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Syariat Islam 
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diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia 
memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.
18
 
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 
tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pulak perak, bendanya dapat 
direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang 
baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang 
sudah di ketauhi sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu
19
. 
Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan 
umatnya. Dalam kenyataannya dilingkungan kita sebagian orang 




Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitih yaitu tukar-
menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang 
sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut 
Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar 
harta dengan harta pula dalam bentuk  pemindahan milik dan kepemilikan. 
Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i 
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Berdasarkan defenisi di atas , maka pada intinya jual beli itu adalah 
tukar menukar barang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif 
ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu 
dengan sistem barter yang dalam terminology figh disebut dengan ba‟i  al-
muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, 
diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti 
itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di 
tukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu
22
. 
Dasar di syariatkannya jual beli adalah Al-Quran surah Al-Baqarah 
(2) : 275 
ْ ْ ْْْْ  ْْ ْ   ْ   ْ ْ
  ْْْ ْ ْ  ْ   ْ ْ ْْ  ْ ْ   ْ  ْ ْْ  ْ
  ْ ْْْ  ْ  ْ ْْ ْ  ْ ْْْْ   ْ
  ْ  ْْْ  ْ      
ْ
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
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Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”. 
Pada ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasanya Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
 
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Permaasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan 
menjadi perbincangan yaitu tidak di aplikasikannya syariat Islam sebagai 
mana telah di ajarkan dalam Agama dan telah Allah tetapkan bagaimana 
tnsaksi yang baik dalam jual beli. Aturan tersebut berfungsi sebagai 
pengemban bagi kbaikan muamalah. Oleh karena itu Allah mensyaratkan 
untuk sahnya jual beli haruslah sesuai perjanjian antara mereka, kecuali 
ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Jual beli 
merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun 
dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:
23
 
a. Sighat (peryataan), yaitu ijab qabul (serah terima) antara penjual dan 
pembeli dengan lafaz yang jelas (sarih) bukan secara sindiran 
(kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan 
menimbulkan perbedaan. Ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab 
qabul, yaitu: 
1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh 
pihak yang melangsungkan akad. 
2) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak di selangi dengan 
kata-kata lain antara ijab dan qabul.  
                                                             





3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat 
yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau bereda di tempet 
yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat 
diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua 
belah pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran 
keduanya di tempat yang berbeda, tetapi di maklumi oleh 
keduanya. 
b. Aqidayn (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli 
dengan syarat keduanya harus sudah baligh  dan berakal sehingga 
mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-
syarat bagi orang yang melakukan akad adalah : 
1) Aqil (berakal), karena hanya orang yang sadar dan berakallah 
yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara 
sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan 
orang gila tidak dibenarkan melakukan tansaksi jual beli tanpa 
kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai 




2) Tamyiz (dapat membedakan), sebagai pertanda kesadaran untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk. 
3) Mukhtar (bebas atau berkuasa memilih), yaitu bebas melakukan 
transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. 
                                                             





c. Mu‟qud „alai, yaitu barang yang di jual belikan (objek). Syarat-syarat 
barang yang boleh di jual yaitu suci, bermanfaat, dapat 
diserahterimakan, milik penjual, diketahui kadarnya. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut: 
1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh menjual 
barang-barang yang seperti arak, bangkai, babi karena barang-
barang tersebut ialah benda atau barang-barang najis. 
2) Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk sikap orang-
orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya terbalik dengan 
tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui 
perdagangan. Apabila jual beli barang yang banyak mudharatnya 
seperti jual beli khamar, narkotika, senjata berbahaya dan lain-
lain.  
3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat 
maupun lambat sesuai dengan akadnya,
25
 diketahui ukuran sifat-
sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga 
jauh dari unsur-unsur gharar. Maksudnya apabila barang yang 
diperjual belikan tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan 
seperti menjual binatang yang lari dan sulit ditangkap, atau 
menjual ikan dalam laut, burung yang terbang, jual beli seperti ini 
termasuk jual beli gharar (tipu datya) sehingga merugikan salah 
satu pihak. 
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4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali 
dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang. 
5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas 
barangnya. Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak 
diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung 
unsur penipuan. Syarat barang harus diketahui, cukup dengan 
mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa 
mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan 
taksiran atau perkiraan. Untuk barang yang dihitung da 
ditimbang, maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui dua 
belah pihak. Demikian juga harganya harus di ketahui, baik itu 
sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.
26
 
Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan di miliki, maka 
hukumnya sah. Sebaliknya, jual bei yang najis dan tidak ada manfaatnya, 
maka hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur 
penipuan tidak sah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki 
keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu.
27
 
Kitab suci umat islam berupa Al-Quran berisikan wahyu yang 
datangnya dari Allah SWT
28
. Menurut Sayyid Sabiq, rukun jual beli sah 
apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang 
hanya cukup dengan mua‟thaah (saling memberi) sesuai adat dan 
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 Tidak ada kata khusus dalam pelaksanaan ijab 
qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan 
majnanya. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan 
(saling rela).  
Syarat sah jual beli menurut Sayyid Sabiq, apabila telah memenuhi 
syarat-syarat berikut: pelaku akad, dan barang kad.
30
 
1. Syarat-syarat pelaku akad  
Bagi pelaku akad disyaratkan berakal, dan memiliki kemampuan 
memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa 
dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang di derita pihak berakat 
sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang 
dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat 
gila tidak sah.  
2. Syarat-syarat barang akad 
Yaitu suci (halal dan baik), milik orang yang melakukan akad, 
mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang 
(kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), barang tersebut dapat di 
terima oleh pihak yang melakukan akad.  
a. Kualitas adalah tingkatan baik atau buruknya sesuatu hal. Kadar, 
taraf, derajat, mutu dan sebagainya. 
b. Kuantitas adalah banyaknya suatu benda atau jumlah sesuatu hal. 
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c. Jenis lainnya yaitu menjelaskan tentang kejelasan suatu barang 
yang akan di jual belikan, menjelaskan tentang sifat dan 
bagaimana maksud dalam jual beli agar tidak adanya keraguan 
dalam jual beli tersebut. 
Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang 
menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya 
(mu‟athaa).
31
 Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau 
gerakan yang menunjukkan  kerelaan dengan berpindahnya harga dan 
barang.  
Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki 
empat rukun jual yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan 
barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. 
Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang 
menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu 
pihak, baik dari penjual seperti kata, bi‟tu (saya menjual) maupun dari 
pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin 
membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah apa yang 
dikatakan kali kedua oleh salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang 
dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan 
menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.
32
 
Namun, ijab mnurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang 
keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan  di akhir. 
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Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang memiliki barang 
meskipun dinyatakan lebih awal. 
Adapu rukun jual beli menurut mayortias ulama selain Hanafi ada 
tiga, yaitu pelaku tansaksi, (penjual / pembeli), objek transaksi (barang/ 
harga), pernyataan (ijab/ qabul).
33
 
Sehubungan dengan syarat sahnya jual beli ulama fikih 
menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal : 
1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seprti barang yang diperjual belikan 
tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.begitu juga harga 
tidak jelas,jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-
syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. 
2. Apabila brang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang 
itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan 
barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-
menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (urf) setempat. 
Dengan prnyataan rukun jual beli menurut para ulama di atas dapat 
disimpulkan jual beli dilalukakan oleh dua orang yang saling melakukan 
tukar menukar dengan kata ijab qabul. Tukar menukar tersebut seperti 
barang harus mempunyai manfaat pada kedua belah pihak. Di dalam pasal 
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Dalam suatu perbuatan jual beli ketiga rukun ini hendaknya di 
penuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan 
tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli. 
Adapun pihak-pihak yang disebut pada pasal 57 yaitu pihak-pihak 
yang terkait dengan perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan 
pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus 
yang cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan 
atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak 
tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Pragmatisme adalah 
suatu aliran pemikiran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa 
yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibat 
yang bermanfaat secara praktis.
35
 
 Dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah pasal 76 adapun syarat 
objek yang diperjual belikan adalah :
36
 
a. Barang yang diperjualbelikan harus ada.  
b. Barang yang dijualbelikan dapat diserahkan. 
c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai 
atau harga tertentu. 
d. Barang yang dijualbelikan harus halal. 
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e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli ialah dengan 
membuat daftar spesifikasi dengan lengkap. Misalnya tertera dalam 
sebuah perjanjian secara rinci. Seperti ukuran, luas, fasilitas, dan 
manfaatnya. 
f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui ialah dalam 
sebuah perjanjian di jelaskan bahawa dalam jual beli tersebut ada 
kekhususan dalam akad yaitu adanya pengecualian dalam transaksi 
yang harus di jelaskan agar tidak terjadinya keraguan dan ketidak 
jelasan oleh pembeli di kemudian hari. 
g. Penunjukkan dianggap dapat memenuhi syarat kekhususan barang 
yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli, 
maksudnya si penjual harus menjelakan tentang pengecualian atau 
persyaratan yang akan dilakukan dalam jual beli seperti jika kedua 
belah pihak berada di tempat majelis akan terjadinya akad maka 
penjual wajib menunjuk barang yg akan di kecualikan dalam akad 




h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad, 
bahwa barang yang di jual adalah bukan milik orang lain, jika benda 
tersebut benda bergerak dapat di serahkan pada waktu akad, jika 
benda tersebut benda tidak bergerak maka beralih hak 
kepemilikannya. 
                                                             





Kemudian di sebutkan pada pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah yaitu; kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun 
pengembangan usaha.
38
Yang dimaksud kesepakatan akad pada pasal 59 
kompilasi hukum ekonomi syariah  yaitu : 
(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan,lisan dan isyarat. 




Kesepakatan  dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan 
usaha. Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek  
jual beli yang di wujudkan dengan harga. Sebagaimana yang terdapat pada 
pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :
40
 
(1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang 
telah disepakati. 
(2) Pembeli wajib menyerahkan uan atau benda yang setara nilainya 
dengan objek jual beli. 
Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima 
pembei, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.  
Jika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum suatu peristiwa 
atau kasus hukum, maka tentu saja mujtahid tersebut harus memahami nas 
secara akurat untuk dapat mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang 
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Adapun yang terjadi dasar jual beli itu 
harus dilakukan di atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat 
dalam Q.S an-Nisa [4] ayat 29 : 
  ْْْْ ْْ ْ    ْْ ْْ ْ
ْ ْْْْ ْ ْْ ْ ْ ْْ  ْْْْْ
 
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.  
 
   Perkatan ―suka sama suka‖ dalam ayat di atas yang menjadi dasar 
bahwa jual beli haruslah merupakan ―kehendak bebas/kehendak sendiri‖ 
yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.  
C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul 
Syarat-syarat sah ijab dan Kabul dalam kajian Fiqh Mumalah 
adalah sebagai berikut. 
42
 
1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 
penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 
2. Jangan di selingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul. 
3. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-
benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang 
beragama iislam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab 
besar kemungkinan pmbeli tersebut melarang orang-orang mukmin 
member jalan kepada orang kafir untuk merendah kan mukmin, 
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firman-nya: ―Dan Allah sekali-kali tidak member jalan bagi orang 
kafir untuk menghina orang mukmin (Al-Nisa;141).  
Rukun jual beli ketiga ialah ialah benda-benda atau barang yang 
diperjual  belikan (ma‟kud‟alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek 
akad ialah sebagai berikut. 
43
 
a. Suci atau mungkin untuk di sucikan sehingga tidak sah penjualan 
benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya Rasulullah 
Saw bersabda ―Dari Rabir r.a. Rasulullah Saw, 
bersabda:sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan 
penjualan arak, bangkai,babi dan berhala ‖. (Riwayat Bukhari dan 
Muslim). Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan ―kecuali anjing 
untuk berburu‖ boleh diprjual belikan. 
b. Memberi manfaat menurut syara‘, maka di larang jual beli benda-
benda yang tidak boleh di ambil manfaatnya menurut syara‘, seperti 
menjual babi, kala , cicak dan yang lainnya.  
c. Jangan di taklikkan, di kaitkan atau di gantungkan kepada hal-hal lain, 
seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. 
d. Tidak di batasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada 
tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual 
beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak di 
batasi apapun kecuali ketentuan syara. 
                                                             





e. Dapat di serakan dengan cepat maupun lambat tidak lah sah menjual 
binatang yag sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi. Barang-barang 
yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena 
samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti 
ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang 
sama.  
f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-
izin pemilikny atau barang-barang yang baru akan mnjadi miliknya. 
g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat 
diketahui banyaknnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang 
lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang meragukan salah satu pihak.  




1. Menurut Ulama Syafi‘iyah ijab dan qabul ialah Tindakan sah akad 
jualbeli kecuali dengan shigat (ijab qabul) yang diucapkan. 
2. Imam Maliki berpendapat Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat 
dilakukan secara dipahami saja. 
3. Pendapat ketiga ialah menyampaikan akad dengan perbuatan atau 
disebut juga dengan aqad al-mu‟athah  yaitu ―Aqad bi al-mua‘thah 
ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab 
qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui 
                                                             





harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan 
uangnya sebagai pembayarannya‖.        
D. Macam-Macam Jual Beli 
Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 
hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum 
dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual 
beli.
45
 Ditinjau dari segi benda yang di jadikan objek jual beli dapat di 
kemukakan pendapat imam  Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi 
tiga bentuk: Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan 
akad jual beli benda atau barang yang di perjualbelikan ada di depan 
penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan 
boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 
Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi 
tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad 
jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh 
kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang 
dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, 
bukan pembicaraan dan pernyataan.  
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah mu‘athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa 
ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan 
                                                             





label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 
pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 
tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 
syafi‘iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul sebagai rukun jual beli. 
Tetapi sebagian syafi‘iyah lainnya, seperti imam nawawi membolehkan 
jual beli barang kebutuhan sehari hari dengan cara yang demikian, yakni 
tanpa ijab Kabul terlebih dahulu.
46
 
Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 
yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang 




1. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, 
maksud muhaqalah disini ialah menjual tanam tanaman yang masih 
diladang/ disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba 
didalamnya. 
2. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hamper 
sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini 
dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, ―aku jual rumahku 
yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 
kepadaku.‖ Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli, dengan 
dua harga arti yang kedua menurut al syafi‘i. 
                                                             
46 Ibid, hlm. 78  






3. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 
terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau 
menjual kacang tanah yang atasnya kelihatannya bagus tetapi 
dibawahnya jelek penjualannya seperti ini dilarang. 
4. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 
seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah 
satu bagiannya, misalnya: A Menjual seluruh pohon- pohonan yang ada 
dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang 
dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas 
(majhul), jual beli tersebut batal. 
E. Khiyar Dalam Jual Beli  
Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 
akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya 
oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini:
48
 
1. Khiyar majelis  
Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan 
jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam 
satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai 
jual beli.  
2. Khiyar syarat  
Yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh 
penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, ―saya jual 
                                                             






rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat khiyar selama 
tiga hari.  
3. Khiyar Aib  
Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda 
yang dibeli, seperti seseorang berkata, ―saya beli mobil itu seharga 
sekian, bila mobil itu cacat, akan saya kembalikan,‖ seperti yang 
diriwayatkan oleh ahmad dan abu daud dari aisyah RA bahwa 
seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri 
didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu 
diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.  
F. Berselisih Dalam Jual Beli 
Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku 
jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan 
berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta 
menghilangkan berkah jual beli.
49
 
G. Penjualan Tanah 
Bila seorang menjual sebidang tanah atau lapangan, sedangkan 
didalamnya terdapat pohon- pohon, rumah- rumah dan yang lainnya, 
menurut mazhab syafi‘I semua bangunan dan pohonan yang berada diatas 
tanah itu turut terjual, tetapi tidak termasuk didalamnya barang barang 
yang dapat diambil sekaligus, seperti padi, jagung, bawang, dan tanaman 
yang sejenis lainnya. Menurut syafi‘I, boleh menjual tanah yang sedang 
                                                             





ditanami, seseorang menjual sebidang tanah didalamnya ada benih dan 
tanamannya. Kalau menjual tanah itu tidak dipisahkan dari penjualan 
benih dan tanaman itu, penjualan itu batal sebab tidak jelas, apakah hanya 
tanah saja atau tanah dengan tanaman dan biji bijiannya. Yang termasuk 
dalam penjualan sebidang tanah adalah : 
50
 
1. Batu yang ada didalamnya  
2. Barang barang yang terpendam didalamnya, seperti simpanan barang- 
barang berharga.  
Dalam penjualan sebidang kebun, yang termasuk didalamnya ialah :
51
 
1. Pohon- pohonannya 
2. Bangunan- bangunan yang ada didalamnya, kecuali barang- barang 
yang dikecualikan dalam akad dan disepakati dua belah pihak 
3. Pekarangan yang melingkari  
4. Tanahnya 
Bila menjual rumah, yang termasuk didalamnya ialah :
52
 
1. Tanah tempat mendirikan, sebab rumah tidak akan berdiri tanpa 
adanya tanah, hal ini bila tidak dikecualikan dalam akad  
2. Apa yang ada dalam pekarangannya, seperti kakus, tempat mandi dan 
yang lainnya. Bila yang dijual itu pohon pohon yang sedang berbuah, 
buahnya merupakan milik penjual, kecuali penjual mensyaratkan agar 
buahnya itu untuk dia.  
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A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih mulai dari bulan 
Desember 2019 sampai dengan November 2020. Lokasi Penelitian ini 
dilaksanakan di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru 
Kabupaten Tapanuli Selatan. 
Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang 
berhubungan dengan kebiasaaan masyarakat terhadap praktik Jual Beli 
Tanah Bersyarat di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru 
Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum melakukan pengkajian lewat 
penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan 
yang terdapat dilatar belakang masalah yaitu karena adanya perbedana dari 
pada jual beli pada umumnya melihat letak objek yang sangat strategis  
dan ramai. Hal inilah yang menurut peneliti memicu para masyarakat 
memperbesar kemungkinan para masyarakat untuk melakukan transaksi 
seperti mana telah di cantumkan dalam latar belakang. 
B. Jenis Penelitian 
Dalam suatu penulisan ilmiah agar dikatakan mempunyai nilai 
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Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam 
penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas 
penelitian dikerjakan.
54
 Jenis penelitian tersebut menggambarkan, 
meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di 
masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, 
karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau 
fenomena tertentu seperti yang terjadi di Desa Bandar Hapinis Kecamatan 
Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses Jual Beli 
Tanah Bersyarat  yang dilakukan oleh para penjual dengan melakukan Jual 
Beli Dengan Bersyarat yaitu Memisahkan Tanah Dengan Benihnya. 
Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang 
terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Seperti yang terjadi di 
Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli 
Selatan yang dilakukan oleh para penjual  dikawasan desa tersebut Seperti 
penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan muamalah yang  dikutip dari 
buku karangan Hendi Suhendi, dan dari jurnal. 
C. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan peneilitian merupakan suatu bentuk metode atau cara 
mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. 
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Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis 
Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan 
pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku 
apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan 
oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.
55
 Di sini 
penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan 
hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan 
terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli 
terkait Jual Beli Bersyarat di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara 
Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. 
D. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 
keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang 
dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.
56
 Data 
merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan 
bahan untuk menyusun informasi. 
Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber 
utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang 
diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek 
tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil 
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kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu 
penelitian. 
Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik 
sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber 
data primer dan sekunder adalah: 
1. Sumber Data Primer 
Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek 
penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data 
tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan sebagainya.Apa yang diperoleh melalui angket dan 




Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung 
dari hasil wawancara langsung dengan 
a. Pembeli; 
b. Penjual; 
c. Tokoh Agama; 
d. Tokoh Masyarakat. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, 
yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, 
yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama 
                                                             







 Data diperoleh dari pihak dari yang tidak 
berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang 
diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-
buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang 
berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat 
membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian 
ini. 
E. Informan Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. 
Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh 
peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami 
data informasi atau objek penelitian.
59
 Adapun yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah  penjual tanah serta pembeli. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 
Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak 
akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.
60
 
Adapun teknik pengumpula data yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
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Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data 
primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa 
Bandar Hapinis Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan . Hal 
ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap 
fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 




Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil. 
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara 
tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah 
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya. Dimana peneliti melakukan wawancara 
langsung dengan penjual tanah dan pembeli dengan melakukan 
metode tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan secara lisan 
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sebab data yang saya proleh adalah data yang mengandungunsur 
ketidak jelasan atau kesamaran dalam objek yang saya teliti. Disini 
penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya: 
a. Pemilik jualan; 
b. Pembeli; 
c. Tokoh Agama, dan 
d. Tokoh Masyarakat 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, 
gambaran, notulen, dan lain sebagainya.
62
 Dalam penelitian ini 
menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. 
G. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab  
masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat 
dianalisis untuk ditarik kesimpulan. 
Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti 
menganalisa hasil wawancara, hasil data yang  diperoleh peneliti baik 
data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan 
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dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data 
yang dilakukan peneliti adalah sebagaiberikut: 
1. Identifikasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, 
menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di 
lapangan. 
2. Klasifikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-
jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. 
Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing 




H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya 
ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, 
teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji 
transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji 
kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 
dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. 
Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih 
sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada 
sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan 
menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila 
                                                             






peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si 
Yahya (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A 
pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. 
Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek 
dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. 
Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan 
dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang 
lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan 
metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau 
dengan menggunakan analisis dokumen.
64
 
I. Analisis Data 
Penelitian ini merupakan merupakan penelitian empris atau lapangan 
dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam 
penelitian melalui wawancara dan dokumentasi  dengan sumber data 
seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien 
dan sempurna sesuai dengan harapan. 
Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif  yaitu 
analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-
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A. Kondisi Geografis Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang 
Toru Kabupaten Tapanuli Selatan 
1. Letak Geografis 
Secara geografis Kabupaten Tapanuli Selatan terletak di bagian Barat 
Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli  Utara. Di bagian Timur , 
berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, 
sebelah  barat dan selatan berbatasan dengan kabupaten mandailing, dan 
tepat di tengah wilayahnya, terdapat kota padang sidimpuan yang 
seluruhnya di kelilingi oleh kabupaten ini. Kabupaten ini terbentuk pada 
tahun 2007 yang merupakan hasil dari pada pemekaran Kabupaten 
Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007.
65
 
Kabupaten Tapanuli Selatan pada awal pembentukannya terdiri 
dari tiga puluh dua kecamatan. Kemudian pada tahun 2007 Jumlah 
kecamatan  Kabupaten Tapanuli Selatan berkurang dengan adanya 
pemekaran dari kabupaten ini, yaitu melalui pembentukan kabupaten 
Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Terjadi pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 
Kecamatan yitu:  
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a. Aek Bilah 
b. Angkola Barat 
c. Angkola Muara Tais 
d. Angkola Sangkunur 
e. Angkola Selatan 
f. Angkola Timur 
g. Arse 
h. Batang Angkola 
i. Batang Toru 
j. Marancar 
k. Muara Batang Toru 
l. Saipar Dolok Hole 
m. Sayur Matinggi 
n. Sipirok 
o. Tano Tombangan Angkola66 
Kecamatan Muara Batang Toru adalah salah satu kecamatan di 
kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia  Ibu Kota 
Kecamatan ini berada di  Desa  Huta Raja. Desa Bandar Hapinis  terletak 
di kecamatan Muara Batang Toru tempat peneliti meneliti. Luas wilayah 
Bandar Hapinis adalah seluas 830 Ha. Wilayah Desa Bandar Hapinis  
merupakan area persawahan dan perkebunan, daerah sawah sekitar 73% 
dan kebun sekitar 27%. 
Adapun perbatasan wilayah Desa Bandar Hapinis adalah: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Toru Desa Sunguran 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan PT PN Kecamatan Batang Toru 
                                                             





3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Angkola Sangkunur Desa 
Bandar Tarutung  
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Huta Raja Secara 




1) Lorong I 
2) Lorong II 
3) Lorong III68 
2. Keadaan Penduduk 
Keadaan penduduk di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara 
Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 417 KK. Jumlah 
penduduk di Desa Bandar Hapini Kecamatan Muara Batang Toru 
Kabupaten Tapanuli Sealatan berjumlah 1.511 jiwa yang terdiri dari 
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Keadaan Penduduk Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru 














2 Perempuan 881 
Jlh 417  1.511 
 
3. Keadaan Ekonomi 
Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Bandar 
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Keadaan Mata Pencaharian Desa Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara 
Batang Toru Kabupaten Tapanuli  Selatan Tahun 2020 
NO Profesi Jumlah (Orang) Persentase 
(%) 
1 Petani/Pekebun 412 27 % 
2 Wiraswasta 14 1 % 
3 Pekerja Bangunan 25 2 % 
4 PNS 15 1 % 
5 Honorer 10 1 % 
6 Buruh 15 1 % 
7 Tidak Bekerja 1.020 67 % 
 Jumlah 1.511 100% 
 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata 




4. Kondisi Pendidikan 
Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana 
pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas 
                                                             





pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa 




Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Desa Bandar Hapinis Kecamatan 
Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli  Selatan Tahun 2020 
NO Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase 
(%) 
1 Tidak Tamat SD 1.284 85 % 
2 SD 150 10 % 
3 SLTP/sederajat 30 2 % 
4 SLTA/sederajat 30 2 % 
5 Diploma/Sarjana 17 1 % 
 Jumlah 1.511 100% 
 
Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bandar Hapinis pada 
saat ini didominasi oleh masyarakat tidak tamat SD hal ini dapat 




5. Keadaan Keagamaan 
Masyarakat Desa Bandar Hapinis seluruhnya beragama Islam. 
Tempat peribadatan masyarakat Bandar Hapinis adalah terdiri dari 1 
Mesjid dan 2 Mushola, yang dimana Mesjid dan Mushola tersebut 








pembangunanya yang utama adalah swadaya dari masyarakat 
setempat, dan ada juga donasi ataupun bantuan dari luar. Di Bandar 
Hapinis juga ada 1 Madrasah Islamiyah.
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B. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Di Desa Bandar Hapinis 
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 
kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.
77
Pelaksanaan jual beli 
tanah tanpa menyertakan tanaman di atasnya banyak dipraktikkan di desa 
bandar hapinis, karena di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama 
faktor ekonomi yang mendesak serta tingginya kebutuhan hidup yang 
kadang membuat penghasilan sehari-hari tidak bisa mencukupi 
kebutuhan.
78
 Serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akad jual 
beli sehingga masyarakat banyak mengambil  alternatif untuk dapat cepat 
memenuhi kebutuhan yang menyertakan tanamannya. Dengan begitu 
masih bisa dimanfaatkan tanamannya walaupun 1 musim sekali.  
Tanah pekarangan adalah tanah di sekitar perumahan, biasanya di 
ditanami padat dengan beraneka macam tanaman semusim maupun 
tanaman tahunan untuk keperluan sendiri sehari-hari dan untuk di 
perdagangkan. Usaha dipekarangan jika di kelola secara intensif sesuai 
dengan potensi pekarangan, di samping dapat memenuhi kebutuhan 
konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan 
bagi keluarga.  
Pada umumnya setiap keluarga mempunyai rumah dan setiap 
rumah mempunyai pekarangan, dari yang sempit sampai kepada yang luas. 
Jika di telaah pekarangan mempunyai banyak fungsi, Disamping itu, 
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biasanya keluarga menanam tanaman yan g dapat di manfaatkan untuk 
konsumsi, seperti daun ubi, bayam, kelapa dan lain-lain. Artinya 
pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang terbatas sering 
juga di pagar ada juga yang tidak di pagar, biasanya di tanami dengan 
beraneka ragam jenis ada yang berumur panjang, ada yang berumur 
pendek, menjalar,memanjat, semak, pohon rendah dan tinggi serta terdapat 
ternak.  
Lahan pekarangan sudah lama di kenal dan memiliki fungsi 
multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan, bahan makan 
sebagai tambahan hasil sawah,  sayur dan buah-buahan, unggas, ternak, 
ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan.  
Desa Bandar Hapinis diketahui banyak tanah pekarangan pada 
umumnya di tanami dengan tanaman berumur panjang, menurut peneliti, 
yang melatar belakangi transaksi jual beli tanah pekarangan ini adalah 
harga tanah yang relative murah dimana penjual menyerahkan tanah untuk 
digunakan sesuai keperluan pembeli tetapi tanaman yang ada berada di 
pekarangan tersebut masih berstatus milik penjual jika ada transaksi jual 
beli tanah tanpa tanaman yang ada maka statusnya menjadi milik pembeli 
tanah sedangkan tanaman tadi berstatus sewa lahan.  
Pada hakikatnya jual beli tanah harus memenuhi ruku dan syarat 
yang sesuai dengan ketentuan syara‘ yang mana apabila rukun dan syarat 





jelasan. Ada beberapa rukun jual beli tanah pada penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Akad Jual Beli Tanah Di Desa Bandar Hapinis 
Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara 
penjual tanah dan pembeli tanah yang melakukan kesepakatan, 
kemudian terjadi ijab dan qabul ditempat tersebut.  
Pembeli dan penjual tanah  melakukan transaksi jual beli tanah di 
Desa Bandar Hapinis setelah penjual dan pembeli sepakat maka 
pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah 
disepakati oleh keduanya dan pemilik tanah menyerahkan kwitansi 
sebagai bukti pembayaran kepada pembeli. Setelah transaksi selesai 
penjual mengurus surat kepemilikan tanah menjadi atas nama pembeli 
dan setelah surat tersebut selesai maka pemilik tanah menyerakan surat 
kepemilikan tanah kepada pembeli.
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Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemilik tanah hanya 
menjelaskan mengenai harga, surat dan lokasi tanah, pemilik tanah 
tidak menjelaskan kepada pembeli mengenai pohon yang ada di atas 
tanah tersebut karena tidak adanya penjelasan pada saat akad pembeli 
mengira bahwa pohon yang berada di atas tanah menjadi miliknya. 
ditambah dengan para pembeli yang kurang dalam bertanya atau 
minimnya tingkat kepedulian dalam bermuamalah sehingga tidak 
                                                             






mendapatkan kepuasan atau leluasa dalam memiliki tanah yang sudah 
mereka beli.  
Kemudian salah satu penjual tanah menjelaskan jika ada 
seseorang yang ingin membeli tanah maka akan mereka tawarkan tanah 
mereka, mereka cukup memberi tahu nominal harga tanah tersebut dan 
ukuran tanah saja jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah 
pihak maka pembeli membayar harga tanah yang sudah di tentukan 
secara langsung dan tidak ada pertanyaan dari pada pembeli.
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Kemudian penjual tanah selanjutnya menjelaskan bahwa jika ada 
seorang pembeli tanah cukup memberi tahu ukuran dan harga tanah 
tersebut tanpa menjelaskan kekhususan tanah tersebut sebab jual beli 
tanah seperti demikian sudah biasa kami lakukan dengan tujuan 
meskipun tanah yang kami jual milik pembeli tetapi kami tetap bisa 
mengambil hasil dari pada tanaman tersebut, dan setelah akad terjadi 
jika pembeli ingin menebang pohon yang ada di atas tanah tersebut 
mereka tidak ada hak sebab pohon tersebut masih berstatus milik 
penjual, namun jikapun ada beberapa pohon yang ingin ditebang oleh 
pembeli tanah harus mendapat izin dari penjual tanah dan mengambil 
kesepakatan tentang pohon tersebut.
 81
 
Selanjutnya penjual tanah yang lain juga menjelaskan menjual 
tanah tanpa menyertakan tanaman di atasnya sudah biasa kami lakukan 
sebab faktor ekonomi yang mendesak serta tingginya kebutuhan hidup 
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yang kadang membuat penghasilan sehari-hari tidak mampu mencukupi 
kebutuhan. Jadi dalam jual beli ini kami tidak perlu menjelaskan kepada 
pembeli tentang kekhususan tanah tersebut, pembeli juga tidak pernah 
bertanya tentang tanah yang akan mereka beli.
 82
 
Dari hasil observasi yang peneliti temui terhadap penjual tanah 
Desa Bandar Hapinis penjual mengetahui bahwasanya hal yang mereka 
lakukan adalah salah, tetapi mereka tutup mata dengan apa yang terjadi 
karena sudah menjadi kebiasaan, kemudian tingginya kebutuhan hidup 
yang mencekam perekonomian masyarakat yang mengakibatkan jual 
beli terebut terjadi. Pemilik tanah beranggapan bahwa mereka yang 
menanam pohon jadi yang berhak mengambil hasil atau menebang 
pohon tersebut adalah mereka (pemilik tanah) meskipun tanah itu sudah 
dijual dan menjadi milik orang lain. 
Dalam hal transaksi jual beli tanah pekarangan yang diperoleh 
dari pengamatan lapangan Desa Bandar Hapinis adalah adanya 
pelaksana yaitu memberikan harga yang di tawarkan kepada para 
pembeli dengan nominal harga yang jelas, namun penjual tanah tidak 
menjelaskan tentang kekhususan tanah yang akan dijual kepada 
pembeli, tidak menunjuk objek pengecualian dalam transaksi yang akan 
dilakukan kepada pembeli sementara penjual dan pembeli sama-sama 
berada di lokasi yang akan mereka jual belikan, penjual hanya 
                                                             





menunjukkan lokasi tanah, memberi tahu ukuran atau luas tanah dan 
berapa harga yang akan di sepakati dalam akad.
83
 
Kemudian pembeli membayar sesuai dengan kesanggupan 
besarnya luas pekarangan yang dibayarkan dan hanya sebatas harga dan 
luas saja yang pembeli terima dalam akad tersebut, tanpa adanya 
kejelasan atau hal-hal yang menyangkut bagaimana tentang tanah yang 
akan di beli. 
Oleh karena itu maka dengan adanya kesepakatan yang diambil 
akibat ijab dan qabul, yaitu pemindahan hak kepemilikan tanah. Akan 
tetapi pada objek jual beli kesepakatan kedua belah pihak tidak jelas 
penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai apa-apa saja yang 
menjadi hak pembeli. 
Selanjutnya  tokoh agama Desa Bandar Hapinis mengatakan 
bahwa jual beli tanah yang ada tanamannya terdapat beberapa syarat 
yang harus dipenuhi agar penjual dan pembeli sama-sama saling 
diuntungkan sehingga tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari, 
berikut syarat-syaratnya: 
a. Tanamannya di tebang terlebih dahulu jika yang dijual hanya 
tanahnya. 
b. Jika tanaman berupa padi, jagung dan sejenisnya maka harus 




                                                             





2. Pihak yang Berakad Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Bandar 
Hapinis 
Jual beli tanah sah apabila dilakukan secara benar, jual beli tanah 
terjadi karena adanya penjual dan pembeli. Penjual dalam hal ini adalah 
pemilik tanah dan pembeli adalah orang yang ingin membeli tanah, para 
pihak pelaku akad Desa Bandar Hapinis ialah orang yang sudah baligh/ 
dewasa berakal sehat dan melakukan transaksi jual beli tanah atas 
kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. 
Dari hasil penelitian bahwa para pihak pelaku akad yaitu penjual 
dan pembeli tanah, bahwasanya penjual dan pembeli tanah sama-sama 
berada ditempat objek yang akan dijualbelikan yang mana kedua belah 
pihak hadir tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar. 
Dalam sebuah akad yang mana penjual tanah tidak menjelaskan 
tentang tanah yang akan dijual dengan pengecualian tanaman berumur 




Hasil dari 4 responden lainnya juga mengatakan demikian yang 
mana saat akan terjadinya akad di lokasi, penjual tidak menjelaskan 
atau menunjuk objek pengecualian kepada pembeli, akhirnya pembeli 
tidak mengetahui jelas bagaimana kejelasan tentang tanah yang akan di 
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beli oleh pembeli fatalnya setelah akad terjadi pembeli tidak bisa 
menggunakan tanah tersebut sesuai apa keinginan nya membeli tanah.
86
 
Dari pernyataan di atas bahwa jual beli tanah ini dilakukan oleh 
pemilik tanah yang sudah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum 
begitu juga dengan pembeli yang sudah dewasa dan mampu 
membedakan mana yang baik dan buruk. Namun ketika jual beli tanah 
berlangsung penjual dan pembeli tidak membicarakan mengenai 
kepemilikan tanaman  yaitu pohon kelapa dan pohon mangga yang 
berada di atas tanah. Pembeli mengira karena ia telah membeli tanah itu 
maka tanaman itu sudah menjadi miliknya sedangkan penjual sudah 
terbiasa dengan jual beli tanah tapi tanamannya baik berumur pendek 




3. Objek Jual Beli Tanah Di Desa Bandar Hapinis 
Objek jual beli adalah barang yang diakadkan. Objek dalam 
penelian ini adalah tanah, tanah adalah barang yang halal dan suci 
kemudian tanah tidak mengandung bahan yang haram. Kepemilikan 
dalah hal objek jual beli ini adalah sepenuhnya milik penjual. 
Penjual tanah  menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh pak joko 
adalah miliknya sendiri dibuktikan dengan surat tanah atas nama pak 
joko. Tanah yang dijualnya terdapat tanaman jangka pendek. Hasil 
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tanaman itu masih dimanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. 
Meskipun tanah itu sudah bukan miliknya.
88
 
Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa objek jual beli 
dalam konteks ini adalah milik penjual sepenuhnya yang dibuktikan 
dengan surat tanah atas nama penjual. Selanjutnya wawancara dengan 
salah satu pembeli tanah mengatakan bahwa tanah yang di beli seluas 2 
bidang tanah perumahan yang rencananya akan di bangun sebuah 
bangunan usaha atau rumah, tetapi di atas tanah tersebut menjajar luas 
pepohonan berumur panjang seperti pohon mangga dan pohon kelapa 
pada saat akad dilakukan tidak adanya kejelasan yang di ambil 
bagaimana tentang pepohonan yang ada di atas tanah tersebut. Setelah 
jual beli selesai dan Tikah ingin membangun rumah di tanah itu dan ia 
ingin menebang pohon mangga dan kelapa tetapi dihalangi oleh penjual 
karena penjual mengatakan pohon itu masih hak miliknya sehingga 
membuat pembeli dan penjual berdebat dan terjadi perselisihan.
89
 
Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pembeli kesal 
karena tidak adanya keterbukaan dari penjual mengenai kepemilikan 
tanaman di atas tanah yang telah dijualnya, para pembeli tanah tersebut 
juga mengaku bahwa mereka memang kurang jeli dalam memahami 
persoalan dan kurang  bertanya pada penjual bagaimana tentang akad 
yang akan mereka lakukan. Sehingga pemanfaatan objek julal beli tidak 
dapat dilaksanakan oleh pembeli, selain itu masih minimnya 
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pengetahuan tentang bermuamalah sehingga mereka tidak tahu apa saja 
hak-hak yang mereka dapatkan dalam bertransaksi.  
Hasil observasi yang peneliti temui mengenai objek jual beli di 
dalamnya dimana setelah akad selesai dan jual beli telah lama 
terlaksana, penjual mengatakan / mengkleim bahwa tanaman yang ada 
di atas tanah yang diperjual belikan masih milik penjual, dan penjual 
tidak membolehkan pembeli mengganggu gugat tanaman yang ada di 
atasnya. 
Kejadian dilapangan mengenai tanah objek  jual beli tidak 
semuanya dibuat rumah ada beberapa tanaman yang tidak boleh di 
tebang misalnya tanaman jangka panjang ketika pembeli ingin 
mendirikan sebuah rumah maka pembeli harus mengikuti pola tanaman 
yang ada tidak boleh menebang dan mengganggu gugat tanaman objek 
jual beli tanpa seizing pemilik tanah pihak pertama jika hal itu tidak 
memungkinkan maka pembeli mengalihkan objek jual beli menjadi 
lahan. 
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah Di Desa Bandar 
Hapinis 
Pelaksanaan jual beli tanah bersyarat Di Desa Bandar Hapinis 
seperti dijelaskan di atas bila ditinjau dari Fiqh Muamalah dapat dilihat 
pada rukun syarat  barang akad jual beli dengan ketentuannya:  
1. Akad adalah ijab dan qabul yang jelas maksudnya sehingga dipahami 





tanah Desa Bandar Hapinis penjual tidak menjelaskan sebagaimana 
maksud dan tujuan penjual ingin melakukan jual beli tanah kepada para 
pihak pembeli,  sementara telah jelas dikatakan di atas bahwa dalam 
rukun akad jual beli itu harus dikatakan dengan maksud yang jelas 
sehingga dapat di pahami. Seharusnya pada saat akad berlangsung 
penjual tanah harus memastikan bagaimana tanah yang akan di jual juga 
meridoi,  jujur dan terus terang bagaimana tentang kepemilikan 
tanaman yang berada di atas tanah yang akan diperjualbelikan seperti 
dijelaskan dalam sebuah HR. Ibnu Majah yaitu: 
ِْعيْأبٍْسَْ َقُىُلْقَاَلَْسُسىُلَّْللاَّ ْ ِسيَّ ؤْ»ْ-صلًَّْللاْعلَُْوسلن-ِعٍُذْال ُخذ 
ْجََشاض ُ ُعَْعي  بَ        إًََِّواْال 
“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda, “jual-beli harus dipastikan harus saling meridai.‖ (HR. Ibnu 
Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).‖  
Jadi dalam point pertama ini yaitu dalam akad di Desa Bandar 
Hapinis tidak terlaksana sebagaimana telah di jelaskan dalam rukun dan 
syarat jual beli yang baik dan benar.   
2. ‗Aqid  (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan 
transaksi („aqid) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan 
pembeli, seorang „aqid haruslah orang yang   berakal dan tamyiz (dapat 
membedakan hal yang baik dan yang buruk. 
Dalam praktek jual beli tanah Desa Bandar Hapinis yang mana 
dalam point ini penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat ketentuan 
yaitu penjual dan pembeli sama-sama berada di lokasi akad. Penjual 
dan pembeli melakukan transaksi sama-sama berakal sehat, dalam 
keadaan sadar yang mana sadar dalam tindakan dan prilaku yang 





3. Objek jual beli ialah benda-benda atau barang yang diperjual   belikan 
(ma‟kud‟alaih).  
Dalam konteks ini objek jual beli Desa Bandar Hapinis adalah 
tanah, tanah tersebut adalah tanah yang halal dan suci bukan barang 
yang mengandung zat haram kemudian dalam objek juga adalah milik 
penuh pihak penjual bukan milik orang lain tanah tersebut adalah tanah 
yang bukan dalam persengketaan, yang mana tanah tersebut juga 
memiliki nilai jual dan manfaat yang dapat di ambil dalam 
pemanfaatannya. Jadi dalam point ini objek yang di lakukan dalam 
transaksi jual beli Desa Bandar Hapinis terlaksana sebagaiman telah di 
jelaskan dalam hukum islam. 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan pada 
pasal 76 point F ―kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui‖ 
point ini juga tidak diperhatikan oleh pihak-pihak pelaku akad terkhusus 
pihak penjual. Praktek diatas mengakibatkan pembeli tidak dapat 
mengelola tanah objek jual beli padahal pada pasal 60  Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah ―kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun 
pengembangan usaha‖.   
Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli 
tanah bersyarat Desa Bandar Hapinis tidak sesuai dengan apa yang telah 
dijelaskan dalam Fiqh Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 





akad terlaksana penjual tidak mengizinkan pembeli untuk mengelola atau 
membangun rumah jika ada tanaman yang terganggu. 
Seperti telah dijelaskan dalam fiqh muamalah bahwa syarat-syarat 
barang akad jual beli dari segi akad harus disepakati terlebih dahulu bahwa 
sebelum akad dimulai. Sebagaimana telah di sebutkan dalam Al-quran 
Surah Al-Maidah ayat 1  yaitu : 
ْ ُ ُكن  ً َعاِمْإاِلَْهاَُْح لًََْعلَ ْبَِهَُوةُْاأل ْلَُكن  فُىاْبِال ُعقُىِدْأُِحلَّث  َاْأََُّهَاْالَِّزََيْآَهٌُىاْأَو 
ْحُْ ً حُن  ُ ِذَْوأَ ْالصَّ ُ َشُْهِحلٍِّ ُكُنَْهاَُِْشَُذْ)َغ َح  َْ َّْللاَّ ْ(١ُشٌمْإِىَّ
“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 
 
Begitu juga penjelasan pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah point F bahwa kekhususan barang yang dijual belikan harus 
diketahui, supaya pembeli tidak diragukan seperti penjelasan pasal 60 
yaitu kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan 
usaha. 
Sebagaimana telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwa dalam 
transaksi jual beli tanah yang terjadi di desa bandar hapinis ada unsur 
kesamaran maupun ketidak terbukaan dalam objek tanah yang akan di jual 
belikan, yang mana mengakibatkan keuntungan salah satu pihak. Terlebih 
lagi sangat prihatin pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli ini 
yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal muamalah sehingga 





dapat mengikuti apa yang di katakana penjual tanpa harus bertanya 
kembali, dan seharusnya penjual  mengatakan dalam pengkhususan barang 
yang akan di jual pada pembeli agar pembeli mengetahui bagaimana 
kuantitas barang yang akan di belinya. 
Dikatakan juga dalam ijab qabul objek jual beli harus di ungkapkan 
secara jelas, sementara fakta yang peneliti temui dilapangan bahwa penjual  
penjual tidak mengungkapkan  dengan jelas.  Jadi menurut penulis dalam 
pelaksanaan jual beli tanah di Desa Bandar Hapinis tidak sesuai dengan 
ketentuan jual beli yang berlaku dengan Fiqh Muamalah yang mana pada 
saat akad berlangsung tidak adanya keterbukaan penjual tentang objek jual 
beli sehingga terjadi kecacatan dalam akad jual beli. Seharusnya dalam 
proses jual beli tanah di Desa Bandar Hapinis ini penjual jujur mengenai 
keadaan dan kekhususan objek jual beli kepada pembeli agar tidak 















Dari seluruh bahasa yang telah diuraikan dalam bab-bab 
sebelumnya mengenai praktik jual beli tanah tanpa menyertakan 
tanamannya di Desa Bandar Hapinis maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa : 
1. Pelaksanaan jual beli tanah di Desa Bandar Hapinis,mengandung 
unsur kesamaran, ketidak jelasan, dan ketidak jujuran dalam proses 
akad. Karena objek yang di terima pembeli tidak sepenuhnya 
menjadi milik pembeli dan tidak bisa leluasa dalam pemanfaatan 
lahan. 
2. Apabila di tinjau dari Fiqh Muamalah dan Kompilsi Hukum 
Ekonomi Syariah maka jual beli tanah ini tidak sesuai dengan apa 
yang telah di jelaskan dalam Fiqh Muamalah dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah.    
B. Saran  
1. Kepada pelaku usaha bertransaksi lah sebagaimana di anjurkan dalam 
agama islam, berbuat jujur dan terus terang dalam bermuamalah, 
kemudian sebagai pelaku utama bermuamalah berbagi ilmu sedikit 





2. Kepada pembeli supa lebih peduli terhadap tindakan yang akan di 
ambil setidaknya jika tidak tahu maka bertanya agar tidak tersesat di 
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DAFTAR  WAWANCARA 
A. Wawancara Dengan Penjual 
1. Apakah bapak penjual tanah perumahan? 
2. Siapa saja yang menjual tanah perumahan? 
3. Sejak kapan bapak memulai  menjual tanah perumahan? 
4. Berapa harga tanah perumahan? 
5. Bagaimana sistem penjualan tanah perumahan? 
6. Bagaimana cara bapak menawarkan tanah perumahan kepada pembeli? 
7. Apakah pernah bermasalah dengan pembeli? 
8. Apakah alasan bapak  menjual belikan tanah perumahan dengan 
mengecualikan tanaman yang ada di atas tanah? 
9. Jika pohon ingin di tebang pembeli tanah, berapa rupiah yang harus di 
bayar pembeli tanah untuk satu pohon? 
B. Untuk Pembeli tanah perumahan 
1. Apakah bapak pernah membeli tanah perumahan  
2. Berapa luas tanah perumahan yang bapak beli 
3. Bagaimana kondisi tanah perumahan yang bapak beli  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
